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3) memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral melalui Gubernur Aceh atas 

pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala BPMA; dan 

4) memberikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral dan Gubernur Aceh mengenai pelaksanaan 

tugasnya secara berkala dan/atau apabila diperlukan.  

c. Komisi Pengawas mempunyai wewenang; 

1) mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral dan Gubernur Aceh langkah-langkah yang perlu 

diambil dalam rangka penyempurnaan pengelolaan; dan  

2) meminta segala keterangan yang diperlukan kepada Kepala 

BPMA dan Unsur Pelaksana. 

d. Komisi Pengawas bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral dan Gubernur Aceh. 

e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf 

b, Komisi Pengawas: 

1) melaksanakan pertemuan dengan Pimpinan BPMA dan 

jajarannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 

atau apabila diperlukan; dan 

2) menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral dan Gubernur Aceh secara berkala paling 

sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau apabila 

diperlukan. 

4. Unsur Pelaksana  

a. Unsur pelaksana terdiri dari unit kerja yang bertugas 

memberikan dukungan administrasi dan dukungan teknis. 

b. Unsur pelaksana terdiri atas: 

1) Sekretaris BPMA; 

2) Deputi Perencanaan; 

3) Deputi Operasi; 

4) Deputi Keuangan dan Monetisasi; dan 

5) Deputi Dukungan Bisnis. 

c. Sekretaris BPMA 

1) Sekretaris BPMA mempunyai tugas memberikan dukungan 

administrasi kepada Kepala BPMA meliputi urusan internal 

yang terkait dengan rencana kerja dan anggaran, keuangan, 

organisasi, personalia, hukum, program dan pelaporan, 

fasilitas kantor dan ketatausahaan. 

2) Sekretaris BPMA menyelenggarakan fungsi: 

a) pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pengelolaan 

keuangan, dan akuntansi; 

b) evaluasi pelaksanaan anggaran; 


























